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ABSTRAK 

 

Sardil Mutaallif (B021181015) dengan judul “PERLINDUNGAN HUKUM 
WAJIB PAJAK TERHADAP TINDAKAN PENYANDERAAN DALAM 
PENEGAKAN HUKUM PAJAK (Studi Kasus Putusan Pengadilan Pajak 
Nomor: Put.72329/PP/M.XVIIIA/99/2016)”. Dibawah Bimbingan 
Muhammad Djafar Saidi sebagai Pembimbing utama dan Romi Librayanto 
sebagai Pembimbing Pendamping.  
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menggambarkan 
perlindungan hukum wajib pajak terhadap tindakan penyanderaan pada 
kasus Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.72329/PP/M.XVIIIA/99/2016, 
baik melalui proses keberatan di Direktorat Jenderal Pajak maupun 
melalui proses Gugatan di pengadilan Pajak serta mengetahui apa 
pertimbangan hukum majelis hakim dalam memutus sengketa pajak pada 
putusan tersebut.  
 
Penelitin ini menggunakan metode penelitian dengan tipe penelitian 
hukum Empiris yang merujuk pada studi kasus berupa putusan 
pengadilan pajak, dan juga wawancara langsung dengan wajib pajak yang 
bersangkutan dalam kasus pada putusan pengadilan pajak tersebut. 
Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, 
pendekatan social dengan studi lapangan, dan pendekatan kepustakaan.  
Setelah melakukan penelitian dan menganalisis data, adapun hasil 
penelitian yang dapat disampaikan bahwa perlindungan hukum wajib 
pajak terhadap tindakan penyanderaan dalam penegakan hukum pajak 
pada kasus Putusan Pengadilan Pajak Nomor: 
Put.72329/PP/M.XVIIIA/99/2016, pada prinsipnya tidak dilakukan dengan 
baik oleh DJP. Sedangkan pada pengadilan pajak, dilakukan dengan 
cukup karena memtuskan membatalkan keputusan DJP terkait dengan 
penyanderaan direktur PT. AB. Adapun yang menjadi dasar atau 
pertimbangan hakim dalam memutus kasus tersebut adalah bahwa DJP 
melanggar ketentuan perundang-undangan terkait utamanya pada Pasal 
10 dan Pasal 11 PMK  184/PMK.03/2007.  
 
Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Wajib Pajak, Penyanderaan 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

Indonesia adalah Negara hukum menunjukkan bahwa Negara 

menjunjung tinggi kedaulatan hukum sesuai amanat yang tertuang dalam 

batang tubuh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945 (selanjutnya ditulis dengan UUD NRI 1945) Pasal 1 ayat 3 UUD NRI 

1945 yang menyatakan bahwa: “Negara Indonesia adalah Negara 

Hukum”. Sehingga segala tindakan atau perbuatan yang dilakukan tidak 

boleh bertentangan dengan hukum yang berlaku, termasuk dalam 

pelaksanaan kepentingan Negara maupun untuk keperluan warganya 

dalam kehidupan bernegara. Hal ini tentunya memberikan gambaran 

bahwa pada dasarnya Indonesia adalah Negara hukum bercirikan Negara 

kesejahteraan modern yang mana berkehendak untuk mewujudkan 

keadilan bagi segenap rakyat Indonesia.  

Dalam konteks Indonesia adalah Negara kesejahteraan modern, 

pemerintah berperan aktif dalam mewujudkan keadilan dalam segala 

aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Pemenuhan hak dan 

kewajiban tertuju kepada pemerintah dan warganya, khususnya kepada 

warga sebagai wajib pajak berkewajiban membayar pajak untuk 

digunakan oleh pemerintah membiayai pelaksanaan pemerintahan. 

Sehingga ada timbal balik anatara pemeritah dan warganya.   
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Sebagai negara yang mempunyai tingkat perekoniman maju, 

tentunya Indonesia berpandangan bahwa pajak merupakan sumber 

penerimaan yang sangat penting bagi negara.1 Sehingga dalam hal 

kewajiban warga Negara yang memiliki nomor wajib pajak atau telah 

ditentukan sebagai wajib pajak, memiliki kewajiban untuk membayar 

pajaknya terhadap negara.  

Secara umum pajak merupakan pungutan dari masyarakat oleh 

Negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dan terutang 

oleh wajib pajak dengan tidak mendapat kontra prestasi secara langsung 

yang hasilnya digunakan untuk membiayai penyelenggaraan 

pemerintahan dan pembangunan nasional. Hal tersebut dapat dilihat pada 

Pasal 23A UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa “Pajak dan pungutan 

lain yang bersifat memaksa untuk keperluan Negara diatur dengan 

undang-undang”. Sehingga dapat diketahui bahwa pajak sangat 

mempengaruhi proses berjalannya pembangunan nasional di negara ini. 

Hal ini terlihat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 

(selanjutnya ditulis dengan APBN) diberikan dengan penerimaan Negara 

lainnya, seperti Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan Hibah.  

Pada dasarnya kebutuhan dana APBN setiap tahunnya mengalami 

peningkatan dalam rangka kegiatan pembangunan yang penentuannya 

disesuaikan dengan kondisi ekonomi serta perubahan anggaran belanja. 

Hal tersebut tentunya berdasarkan Pasal 23 ayat 1 UUD NRI 1945 yang 

                                                           
1 Jimly Asshiddiqie, Pokok-Pokok Hukum Tata Negara IndonesiaPasca 

Reformasi,Buana Ilmu Populer, jakarta, 2007, hal.881. 
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menyatakan bahwa Anggaran Pendapatan Belanja Negara sebagai wujud 

dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan 

undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab 

untuk sebesar besarnya kemakmuran rakyat.2 Jika dilihat dari fungsinya 

pajak tidak sekadar berperan sebagai fungsi anggaran (fungsi budgeter) 

atau fungsi instrumen yang diperuntukkan sebesar-besarnya sebagai 

pemasukan ke dalam kas negara. Jauh dari itu, pajak juga memiliki fungsi 

mengatur (fungsi regulerend) untuk mengatur dan mengarahkan 

masyarakat ke arah yang dikehendaki oleh pemerintah. 

Selain hal itu, dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga atas 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan 

Tata Cara Perpajakan (selanjutnya disebut dengan UU KUP) bahwa 

“Pajak adalah Kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang 

pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, 

dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk 

keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Hal ini 

berarti bahwa pajak merupakan kewajiban bagi warga Negara Indonesia 

yang harus dipenuhi, sehingga penagihannya dapat dilakukan secara 

paksa. Maka dari itu, dibutuhkan kesadaran dari warga negara agar 

senantiasa memenuhi kewajibannya sebagai wajib pajak. 

                                                           
2 Imam Wildan Purbo Prakoso, Jurnal Program Magister Hukum Fakultas Hukum 

Universitas Indonesia Volume 1 Nomor 1 (Maret 2020) 494-500, DHARMASISYA Vol. I 
N0. 1 (Maret 2020) 
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Berkaitan dengan hal diatas, maka Hukum pajak hadir untuk 

mengatur segala aspek perpajakan di Indonesia yang dituangkan dalam 

bentuk Undang-Undang yang berkaitan dengan pajak itu sendiri. 

Berkaitan dengan hukum pajak, Muhammad Djafar Saidi3 membagi 

pengertian hukum pajak menjadi dua yaitu hukum pajak dalam arti luas 

dan hukum pajak dalam arti sempit. Hukum pajak dalam arti luas adalah 

hukum yang berkaitan dengan pajak. Sedangkan hukum pajak dalam arti 

sempit adalah seperangkat kaidah hukum tertulis yang mengatur 

hubungan antara pejabat pajak dengan wajib pajak yang memuat sanksi 

hukum. Sehingga dalam konteks penegakan hukum pajak kadang kala 

terjadi ketidak sesuaian hubungan antara pejabat pajak dengan wajib 

pajak, yang kemudian menimbulkan sengketa dibidang perpajakan.  

Persoalan pajak yang timbul karena ketidak sesuaian hubungan 

antara pejabat pajak dengan wajib pajak kerap kali memicu terjadinya 

sengketa pajak antara wajib pajak dengan pejabat pajak yang pada 

akhirnya berujung ke pengadilan pajak. Misalnya, jika pejabat pajak 

mengeluarkan surat tagihan pajak untuk wajib pajak yang belum 

membayar utang pajaknya. Namun keluarnya surat ini tetap tidak 

mempengaruhi wajib pajak untuk membayar utang pajaknya sehingga 

pejabat pajak dapat melakukan penagihan pajak secara Paksa. 

Penagihan secara paksa ini biasanya dilakukan dengan menerbitkan surat 

paksa. Landasan hukumnya didasarkan atas perintah undang-undang 

                                                           
3 Muhammad Djafar Saidi, Pembaruan Hukum Pajak (Edisi Terbaru),Depok:Rajawali 

Pers, 2018. Hal. 1.  
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pajak, yaitu Undang-Undang Republik indonesia nomor 19 tahun 2000 

Tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (selanjutnya disebut 

dengan UU PPSP).  

Unsur paksaan dalam hal ini dimaksud adalah paksaan yang 

tercantum dalam surat paksa maupun paksaan dalam pelaksanaan 

tindakan yang terkait dengan surat paksa dan dilakukan oleh juru sita 

pajak Negara atau daerah dengan berpatokan pada UU PPSP. Dalam hal 

penagihan pajak melalui surat paksa, ada upaya yang dikenal dengan 

istilah penyanderaan atau Gijzeling dalam hukum pajak. Berdasarkan 

Pasal 1 angka 21 UU PPSP menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan 

Penyanderaan adalah pengekangan sementara waktu kebebasan 

penanggung pajak dengan menempatkannya di tempat tertentu. Rumusan 

terkait pengertian penyanderaan dalam hukum pajak diperlukan untuk 

menghindari terjadinya multi tafsir atau salah tafsir dalam proses 

penegakan hukum pajak. Sehingga penyanderaan hanya boleh dilakukan 

jika penangggung pajak atau wajib pajak memenuhi syarat kuantitatif dan 

syarat kualitatif untuk dapat dilakukannya penyanderaan sesui dengan 

ketentuan UU PPSP.  

Penyanderaan (gijzeling) adalah salah satu alat paksa yang dapat 

digunakan oleh Direktorat Jenderal Pajak (selanjutnya disebut DJP) dalam 

hal ini yang surat keputusan perintah penyanderaannya dikeluarkan dan 

ditandatangani oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia untuk 

memaksa wajib pajak melunasi pajak terutang yang harus dibayarkan 
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kepada negara. Adapun beberapa alat paksa lainnya adalah surat paksa, 

sita, lelang dan pencegahan.4 Diantara alat paksa tersebut, penyanderaan 

merupakan alat paksa yang menjadi upaya terakhir bila mana wajib pajak 

tetap tidak kooperatif setelah dilakukan upaya-upaya paksa lainnya. 

Sehingga dengan dilakukannya gijzeling/penyanderaan akan memberikan 

tekanan psikologis kepada penanggung pajak yang disandera agar 

melunasi utang pajaknya.5  

Berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 137 

Tahun 2000 Tentang Tempat dan Tata Cara Penyanderaan, Rehabilitasi 

Nama Baik Penanggung Pajak dan Pemberian Ganti Rugi dalam Rangka 

Penagihan Pajak dengan Surat Paksa disebutkan bahwa “Penyanderaan 

hanya boleh dilakukan terhadap wajib pajak yang tidak melunasi utang 

pajaknya setelah lewat waktu 14 hari terhitung sejak tanggal surat paksa 

diberitahukan kepada penanggung pajak. Di samping itu, Penyanderaan 

hanya dilakukan terhadap wajib pajak yang mempunyai utang pajak 

sekurang-kurangnya sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan 

diragukan itikad baiknya dalam melunasi utang pajaknya. Pada dasarnya 

penyanderaan bertujuan agar wajib pajak atau penanggung pajak atau 

keluarganya segera membayar pajak yang terutang. Hal ini dikarenakan 

                                                           
4 Muh.Amin Saleh, perlindungan Hukum Terhadap Penanggung Pajak dalam 

Pelaksanaan Penyanderaan (GIJZELING), Fakultas Hukum Universitas Mpu Tantular, 
2019,  Sol Justisio : Jurnal Penelitian Hukum Volume 1,Nomor 1,April 2019 Hal 1. 

5 Ibid. hal 2 
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penyanderaan mengandung konsekuensi tidak bebasnya wajib pajak atau 

penanggung pajak untuk berhubungan dengan keluarganya.6  

Penyanderaan sebagai salah satu instrumen paksaan dalam hukum 

pajak yang telah diatur dalam Pasal 33 ayat (1) UU PPSP jo Pasal 2 dan 

Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 137 Tahun 2000 pada dasarnya 

tidak bertentangan dengan hak asasi wajib pajak sebab penyanderaan 

dilakukan karena wajib pajak atau penanggung pajak tidak melunasi utang 

pajaknya. Namun penyanderaan ini tentunya memberikan tekanan psikis 

kepada wajib pajak yang telah di sandera. Terkait hal tersebut, dalam 

penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 137 Tahun 2000 Tentang 

Tempat dan tata cara penyanderaan, rehabilitasi nama baik wajib pajak 

atau Penanggung Pajak dan Pemberian Ganti Rugi dalam Rangka 

Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagai pelaksanaan Pasal 36 UU 

PPSP mengabaikan prinsip negara hukum dan hak asasi manusia.7 Hal ini 

dapat dipahami bahwa dalam penyanderaan yang dilakukan terhadap 

wajib pajak pada dasarnya ia tidak melakukan tindakan pidana sehingga 

ia tidak boleh dirampas kemerdekaannya.8 Akan tetapi, lembaga 

penyanderaan tetap diberlakukan mengingat wajib pajak tersebut 

melakukan pelanggaran hukum pajak, yaitu tidak membayar pajak yang 

                                                           
6 Muhammad Djafar Saidi, Perlindungan Hukum Wajib Pajak dalam Penyelesaian 

Sengketa Pajak, Jakarta: PT. RadjaGrafindo Persada, 2007. Hal 142. 
7 Op.Cit. hal 3. 
8 Op.Cit. 
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terutang tepat waktu dan tidak mengindahkan upaya penagihan pajak 

yang telah dilakukan oleh jurusita pajak.9  

Ketentuan tentang penyanderaan telah lama diatur dalam undang-

undang perpajakan tetapi baru dilaksanakan pada tahun 2003 setelah 

ditetapkannya surat keputusan bersama antara Menteri Keuangan dan 

Menteri Perundang-undangan dan Hukum. Dengan terbitnya Skep 

Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Kehakiman dan HAM No. M-

02.UM.09.01 Tahun 2003 dan No. 294/KMK/.03/2003 Tentang Tata Cara 

Penitipan Penanggung Pajak yang Disandera di Rumah Tahanan Negara 

dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, semakin 

memperkuat dasar pelaksanaan tindakan penyanderaan terhadap wajib 

pajak atau penanggung pajak. Sehingga pada prinsipnya Penyanderaan 

merupakan usaha pemerintah dalam menerapkan law enforcement dan 

sebagai shock therapy bagi wajib pajak yang mempunyai utang pajak. 

 Upaya penyanderaan pada dasarnya tidak semata-mata untuk 

memberikan hukuman bagi wajib pajak namun untuk mendorong 

kepatuhan wajib pajak untuk membayar utang pajaknya. Oleh karenanya, 

merupakan suatu kenyataan di Indonesia, bahwa kewajiban membayar 

pajak belum sepenuhnya disadari oleh masyarakat. Maka dari itu, 

tindakan penyanderaan memang diperlukan upaya paksa dengan sanksi 

hukum yang dapat dilakukan oleh pemerintah terhadap wajib pajak yang 

memiliki pajak terutang agar segera melunasi utang pajaknya mulai dari 

                                                           
9 Op.Cit. 
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penyitaan sampai dengan penyanderaan wajib pajak. Namun yang 

menjadi pertanyaan adalah apakah sanksi hukum yang ada dalam upaya 

paksa terutama pada penyanderaan relevan dengan kondisi masyarakat 

saat ini, apakah dalam penerapan sanksinya tidak memasukkan unsur 

pemidanaan sedangkan hal yang dilakukan oleh wajib pajak bukan 

merupakan tindak pidana. Sehingga hal ini tentunya menjadi bahan 

pembelajaran untuk kita semua, sebab walau bagaimanapun kita harus 

mengakui bahwa pajak merupakan penghasilan terbesar dari Negara 

yang digunakan untuk kesejahteraan masyarakat sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan. 

Dalam konteks ini, terdapat dua fenomena yang mungkin terjadi. 

Pertama, wajib pajak mengetahui adanya surat tagihan pajak namun 

dengan sengaja tidak tidak mau membayar utang pajaknya sehingga 

pejabat pajak melakukan penyanderaan terhadapnya. Dan yang kedua 

yaitu wajib pajak tidak mengetahui adanya adanya surat tagihan pajak 

berupa surat paksa sehingga wajib pajak tidak membayar pajaknya yang 

menyebabkan pejabat pajak melakukan penyanderaan terhadapnya.10  

Senada dengan hal tersebut, sejak dilaksanakannya ketentuan 

terkait penyanderaan oleh pemerintah, telah banyak menimbulkan 

kegelisahan bagi wajib pajak yang memilik pajak terutang yang lebih dari 

seratus juta rupiah dan bagi mereka yang diragukan itikat baiknya untuk 

melunasi utang pajaknya. Selain itu, yang menjadi kegelisahan lain adalah 

                                                           
10 Wawancara dengan Muhammad Djafar saidi, fakultas Hukum Unhas 21 September 
2021. 
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apakah nantinya dalam penyanderaan oleh pejabat pajak terhadap wajib 

pajak tidak disertai dengan tindakan sewenang wenang.  

Selanjutnya, berkaitan dengan pelaksanaan penyanderaan oleh 

pemerintah terhadap wajib pajak atau penanggung pajak, tentunya harus 

memperhatikan asas legalitas. Asas legalitas ini mengandung makna 

bahwa setiap perbuatan harus didasarkan pada peraturan perundang-

undangan. Hal ini jelas dikatakan dalam Pasal 1 ayat 3 UUD NRI 1945 

yang menyebutkan bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum. 

Artinya, bahwa setiap tindakan harus berdasarkan hukum atau peraturan 

perundang-undangan yang berlaku.   

Jika hukum pajak sebagai salah satu bagian dari lapangan hukum 

Administrasi Negara, maka asas legalitas dalam Hukum Administrasi 

Negara mengandung makna bahwa setiap pejabat yang hendak 

mengeluarkan keputusan atau melakukan tindakan harus berdasar pada 

peraturan perundang-undangan atau dikenal dengan wetmatigheid van 

het berstuur. Selain itu dalam ketentuan peraturan perundang-undangan 

pada Pasal 5 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang 

Administrasi Pemerintahan (selanjutnya disebut dengan UU No. 30 Tahun 

2014), yang menyebutkan bahwa “Penyelenggaraan Administrasi 

Pemerintahan berdasarkan Asas Legalitas, Asas Perlindungan terhadap 

Hak Asasi manusia, dan Asas Umum pemerintahan yang Baik.   

Dengan demikian pelaksanaan penyanderaan terhadap penanggung 

pajak harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
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Selain harus bersesuaian dengan peraturan perundang-undangan, juga 

salah satu asas hukum dalam peraturan perundang-undangan 

mengatakan bahwa (lex Superior Derogat Legi Inferior) yang artinya 

hukum yang lebih tinggi mengenyampingkan hukum yang lebih rendah. Ini 

beraksud bahwa segala peraturan yang bertentangan dengan UUD NRI 

1945 termasuk didalamnya terkait HAM maka tidak boleh dilakukan.  

Berkaitan dengan hal tersebut, dalam wawancara penulis dengan 

salah satu konsultan Hukum Pajak yaitu Muhammad Djafar Saidi 

mengatakan bahwa11 dalam praktiknya terkadang penyanderaan kerap 

kali mengalami cacat hukum. Hal ini disebabkan karena dalam 

penyanderaan pajabat pajak yang menyandera wajib pajak tidak 

berdasarkan peraturan perundang-undangan. Padahal sesuatu seperti ini 

sejatinya tidak dapat terjadi karena kita sebagai Negara hukum harus 

hidup dan menjalangkan  perbuatan sesuai dengan hukum. Seperti surat 

perintah penyanderaan yang tidak sah karena tidak jelasnya identitas 

wajib pajak, surat perintah penyanderaan tidak ditandatangani langsung 

oleh menteri keuangan. Hal ini tentunya melanggar ketentuan yang 

berlaku, yang mana seharusnya dalam peraturan perundang-undangan 

identitas wajib pajak haruslah jelas dan ditanda tangani langsung oleh 

menteri keuangan. Kemudian selanjutnya adalah adanya perbedaan 

jumlah tagihan pajak yang terutang dalam surat perintah penyanderaan 

dengan jumlah atau yang terdapat dalam faktur pajak wajib pajak.  

                                                           
11 Wawancara dengan Muhammad Djafar Saidi, fakultas Hukum Unhas, November 

2021.  
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Berkaitan dengan hal diatas, terdapat sebuah kasus dimana wajib 

pajak tidak mematuhi klewajibannya dalam membayar utang pajaknya 

sebesar 1,1 miliar. Kasus berawal dari adamnya pengajuan restitusi pajak 

di awal tahun 2014 oleh salah seorang pekerja Bagian Perpajakan PT. 

AB. Setelah permohonan restitusi tersebut diajukan, ternyata pejabat 

pajak mendapatkan adanya utang pajak yang belum dibayarkan dengan 

ditarik mundur selama 10 (sepuluh) tahun ke belakang dengan jumlah 

utang total sebesar Rp. 1,1 miliar. Total utang tersebut berasal dari 

kewajiban PT. AB yang tidak melunasi pembayaran pajaknya sebesar 

lebih kurang Rp. 350 juta yang jika digabungkan dengan tunggakan 

bertotal senilai Rp. 1,1 miliar. Atas penetapan kurang bayar tersebut, 

sambil mencari pinjaman uang ke bank, Direktur PT. AB yang juga 

merupakan pemilik PT. AB meminta tenggang waktu untuk melunasi utang 

pajaknya kepada Direktorat Jenderal Pajak. Selain itu, Direktur PT. AB 

juga meminta agar pembayaran utang pajaknya bisa dilakukan dengan 

cara mengangsur. Hal ini dikarenakan pada waktu itu kondisi keuangan 

PT. AB sedang mengalami kesulitan likuiditas sebagai akibat terjadinya 

kondisi yang di luar kendali. Pada waktu itu data yang dimiliki PT. AB atas 

utang tersebut masih dalam proses pencocokan yang belum disepakati 

kedua belah pihak (yaitu PT. AB dan Direktorat Jenderal Pajak). Selain 

dari pada itu, PT. AB tidak mempunyai cukup bukti yang mendukung, dan 

juga tidak mempunya pengetahuan mengenai aturan hukum dan tata cara 
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perpajakan dengan berbagai konsekuensi hukumnya. Menurut keterangan 

PT.AB, Direktorat Jenderal Pajak tidak menanggapi permohonan tersebut. 

Oleh karenanya PT. AB, kemudian mengajukan permohonan kepada 

Pengadilan Pajak agar diperkenankan membayar utang pajaknya dengan 

cara mengangsur. 

Namun di sisi lain, Direktorat Jenderal Pajak berpendapat bahwa 

bahwa PT. AB tidak melunasi kewajibannya membayar pajak, dan menilai 

bahwa kelalaian pembayaran utang pajak PT. AB sudah melampaui tahap 

ketidakpatuhan bahkan penghindaran sehingga Direktorat Jenderal Pajak 

berpendapat bahwa perlu melakukan penyanderaan (gijzeling) terhadap 

wajib pajak (Direktur PT. AB). kemudian selanjutnya Direktorat Jenderal 

Pajak memasukkan Direktur PT. AB ke LP Salemba sebagai upaya paksa 

badan yang disebut dengan penyanderaan (gijzeling).12  

Tentunya hal tersebut bertentangan dengan HAM sebagaimana 

dalam Pasal 28i UUD NRI 1945. Hal-hal seperti ini semestinya perlu 

mendapatkan perhatian dalam pelaksanaan penyanderaan sebagai 

penegakan hukum pajak. Dimana sesuai dengan asas legalitas pada 

Pasal 5 UU No.30 Tahun 2014 yang mengharuskan pemerintah dalam 

menjalangkan pemerintahan untuk memperhatikan asas Perlindungan 

terhadap Hak Asasi Manusia.  Sehingga hal seperti inilah perlu adanya 

perlindungan hukum terhadap wajib pajak yang disandera. 

                                                           
12 Wawancara dengan Direktur PT. AB pada tanggal 25 Januari 2022, Jakarta.  
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Dari fenomena diatas wajib pajak tentunya berhak membela dirinya 

dan berhak mendapatkan perlindungan hukum atas tindakan 

penyanderaan yang dilakukan oleh pejabat pajak yang bertugas selama 

proses penyelesaiannya baik itu dilakukan diluar pengadilan pajak 

maupun di dalam pegadilan pajak.  

Oleh karenanya, berdasarkan latar belakang singkat diatas, penulis 

mengangkat satu rumusan judul penelitian yaitu: “Perlindungan Hukum 

Wajib Pajak Terhadap Tindakan Penyanderaan dalam Penegakan Hukum 

pajak (Studi kasus Putusan Pengadilan Pajak Nomor: 

Put.72329/PP/M.XVIIIA/99/2016)”.  

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis 

berkeinginan untuk mengungkap suatu masalah yaitu: 

1. Bagaimanakah perlindungan hukum wajib pajak terhadap 

Penyanderaan dalam penegakan Hukum Pajak? 

2. Bagaimanakah pertimbangan Hakim dalam Putusan Pengandilan 

Pajak Nomor: Put.72329/PP/M.XVIIIA/99/2016 dalam Penegakan 

Hukum Pajak?  

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini dilakukan 

dengan tujuan untuk menggambarkan kepada kita semua bahwa: 

1. Bagaiamana sebenarnya gambaran perlindungan hukum wajib 

pajak terhadap Penyanderaan dalam penagakan hukum pajak. 
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2. Kemudian yang kedua adalah bagaiamana pertimbangan hakim 

dalam putusan pengandilan pajak nomor: 

Put.72329/PP/M.XVIIIA/99/2016 dalam penegakan Hukum Pajak. 

Sehingga dengan kedua tujuan utama dari penulisan ini, maka dapat 

memberikan gambaran terkait upaya-upaya perlindungan hukum kepada 

wajib pajak bilamana ditetapkannya keputusan penyanderaan 

terhadapnya.  

D. Kegunaan Penelitian 

Lewat penulisan ini, diharapkan dapat memberikan manfaat baik 

bagi para wajib pajak, pejabat pajak, akademisi, praktisi maupun yang 

lainnya tentang perlindungan hukum bagi wajib pajak ketika terjadi 

penyanderaan oleh menteri keuangan. Sehingga kelak dapat digunakan 

dalam kehidupan bernegara utamanya dalam penegakan hukum pajak di 

Indonesia. Bagi akademisi tentunya memberikan tambahan pemahaman 

dan sumber pengetahuan ilmiah dalam hal penegakannya hukum pajak 

utamanya dalam perlindungan hukum wajib pajak. Sedangkan bagi 

praktisi tentunya sangat memberikan gambaran dan tambahan 

pengetahuan ilmiah terkait upaya-upaya yang dapat dilakukan jika terjadi 

penyanderaan wajib pajak sehingga dengan mudah dapat diselesaikan 

baik itu diluar pengadilan pajak maupun melalui pengadilan pajak dalam 

hal ini gugatan.  
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E. Keaslian Penelitian  

Terkait dengan keaslian penelitian ini, berikut ini merupakan 

beberapa penelitian sebelumnya yang juga membahas terkait 

perlindunagn hukum bagi wajib pajak terhadap tindakan penyanderaan 

yang mana substansinya berbeda dengan penelitian yang akan penulis 

lakukan yaitu: 

1. Skripsi Muhammad Tarmidzi, Penyanderaan Terhadap 

Penanggung Pajak dalam Upaya Penegakan Hukum Pajak pada 

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia, 2018, 

Universiat Muhammadiah Sumatra Utara. Dalam skripsi ini pokok 

masalah yang dibahas adalah bagaiama penegakan hukum pajak 

terhadap penanggung pajak serta bagaimana mekanisme 

penyanderaan dalam upaya penegakan hukum pajak yang lebih 

normatif. Sementara itu dalam skripsi yang akan penulis buat 

membahas terkait bagaiama upaya perlindungan hukum itu 

dilakukan baik diluar pengadilan maupun melalui pengadilan 

pajak sebagai bentuk penegakan hukum pajak dengan 

melakukan studi kasus pada putusan Pengandilan Pajak 

Nomor:Put.72329/PP/M.XVIIIA/99/2016.  

2. Jurnal penelitian Hukum Muhammad Amin Saleh, Perlindungan 

Hukum Terhadap Penanggung Pajak Dalam Pelaksanaan 

Penyanderaan (Gijzeling) 2019 Universitas Mpu Tantular 2019 

Universitas Mpu Tantular. Dalam penelitian atau artikel ini pokok 
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substansi yang dibahas yaitu terkait dengan perlindungan hukum 

wajib pajak terhadap penyanderaan secara Normatif dan 

menganalisis terkait evektifitas dari penyanderaan dalam 

peningkatan kesadaran wajib pajak. Sedangkan dalam penulisan 

skripsi ini membahas terkait upaya perlindungan hukum wajib 

pajak secara empiris dan lebih menekankan pada upaya 

perlindunagn hukum yang tepat untuk dilakukan jika terjadi 

penyanderaan, dan melihat pelaksanaan atau 

pengimplementasian peraturan perundang-undangan dalam 

rangka proses penentuan penyanderaan.  

3. Artikel Jurnal oleh Fontian, Penyanderaan (Gijzeling) Sebagai 

Instrumen Memaksa dalam Hukum Perpajakan, PPS UNINUS 

Ilmu hukum, Media Justitia Nusantara No.10 Vol. 1 September 

2015. Dalam penulisan jurnal ini membahas pokok substansi 

terkait bagaimana tindakan penyanderaan sebagai intsrumen 

hukum yang memaksa dan bagaiamana penyanderaan itu 

sebagai upaya pembayaran pajak. Hal ini tentunya sangat 

berbeda dengan penulisan skripsi ini karena skripsi ini berpokus 

membahas perlindungan hukum wajib pajak terhadap 

penyanderaan baik melalui direktorat jenderal pajak maupun 

melalui pengadilan pajak, dengan mengimplementasikan segala 

peraturan terkait.   
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Tinjauan Umum terhadap Konsep Perlindungan Hukum 

Satijipto Raharjo mengemukakan bahwa perlindungan hukum adalah 

memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang 

dirugikan orang lain dan perlindungan itu di berikan kepada masyarakat 

agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh 

hukum.13Berdasarkan pendapat diatas, penulis berkesimpulan bahwa 

pada dasarnya perlindungan hukum itu merupakan suatu usaha dalam 

mempertahankan, mengayomi, melindungi, serta menjaga Hak Asasi 

Manusia (HAM)  dari mereka yang akan merusak atau menghilangkan hak 

hak tersebut kepada masyarakat. Agar mereka dapat merasakan semua 

hak-haknya dipenuhi dan dilindungi oleh hukum.  

Sedangkan menurut pendapat Phillipus M. Hadjon bahwa 

“Perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang 

bersifat preventif dan represif. Perlindungan hukum yang preventif 

bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan 

tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan 

berdasarkan diskresi, dan perlindungan yang represif bertujuan untuk 

menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk penangananya di lembaga 

peradilan”.14Artinya perlindungan hukum dasarnya terdapat dua macam 

                                                           
13 Satijipto Raharjo dalam Muhammad Amin Saleh, Op.Cit hlm.8. 
14 Phillipus M. Hadjon, 1987, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, PT. Bina 

Ilmu, Surabaya, hlm. 20. 
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yaitu perlindungan yang dilakukan untuk mencegah terjadinya kerugian 

atau sengketa dan perlindungan yang dilakukan untuk menyelesaikan 

sengketa atau permasalahan yang telah terlanjur terjadi.  

Sejalan dengan hal tersebut, ini menandakan bahwa pada 

dasarnya perlindungan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan 

tujuan dari hukum itu sendiri. Dimana dengan melakukan upaya 

perlindungan hukum terhadap subjek hukum akan dapat memberikan rasa 

keadilan, kepastian dan rasa kemanfaatan dari hukum itu sendiri sebagai 

wujud dari konsep Negara kesejahteraan yang menjunjung tinggi 

keadaulatan hukum dalam segala aspek kehidupan bernegara. Sehingga 

dengan demikian, Indonesia yang menyatakan dirinya sebagai Negara 

hukum yang sesuai dengan amanat UUD NRI 1945 pasal 1 ayat 3 yang 

menayatakan bahwa “Indonesia adalah Negara hukum”, harus 

memperhatikan perlindungan hukum bagi setiap masyarakatnya. Oleh 

karenanya dengan memberikan perlindungan hukum kepada rakyat, 

merupakan bukti pengakuan pengimplementasian terhadap harkat dan 

maratabat manusia sebagai salah satu bentuk implementasi nilai-nilai 

yang tekandung dalam Pancasila yang mana sangat menjunjung tinggi 

nilai-nilia kemanusian dan nilai-nilai keadilan.  

B. Tinjauan Umum terhadap Pajak  

a. Pengertian Pajak 

Terkait dengan konsep pajak atau pengertian pajak, terdapat 

beberapa pendapat dari kalangan ahli dibidang pajak. Namun 
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sebelumnya penulis mencoba menggambarkan pengertian pajak 

dalam prsepektif ekonomi sebagaimana yang telah dijelaskan oleh 

Sutedi bahwa Pajak dari prespektif ekonomi dipahami sebagai 

beralihnya sumber daya dari sector privat kepada sector publik. 

Pemahaman ini memebrikan gambaran bawa adanya pajak 

menyebabkan dua situasi menjadi berubah. Pertama, berkurangnya 

kemampuan individu dalam menguasai sumber daya untuk 

kepentingan penguasaan barang dan jasa. Kedua, bertambahnya 

kemampuan keuangan Negara dalam penyediaan barang dan jasa 

publik yang merupakana kebutuhan masyarakat15 

Dari pendapat diatas, penulis memaknai bahwa pada dasarnya 

pajak nmerupakan alat yang digunakan oleh Negara untuk dapat 

menguasai dan memanfaatkan hasil dari sumber daya yang ada di 

Negara dengan tujuan untuk meningkatkan pendapatan guna 

melaksanakan pemabangunan nasional untuk kesejahteraan rakyat. 

Selain dari prespektif ekonomi, pajak juga dapat dipahami dari 

prespektif hukum. Hal ini dijelaskan oleh Soemitro bahwa Pajak 

merupakan sutau perikatan yang timbul karena adanya undang-

undang yang menyebabkan timbulnya kewajiban warga Negara 

untuk menyetorkan sejumlah pengahsilan tertentu kepada Negara, 

                                                           
15 Adrian Sutedi, 2011, Hukum Pajak, cetakan pertama, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 1. 
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Negara mempunyai kekutan untuk memaksa, dan uang pajak 

tersebut harus digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan16  

Dari pendapat diatas, penulis berkesimpulan bahwa pada 

dasarnya pajak merupakan suatu alat yang digunakan oleh Negara 

dalam bentuk iuran wajib pajak yang harus ditunaikan kepada 

Negara yang sifatnya memaksa dan pelaksanaanya harus 

berdasarkan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya berkaitan 

dengan pengertian pajak, banyak ahli yang memberikan pengertian 

terkait pajak itu sendiri sebagaimana yang akan penulis gambarkan 

dibawah ini.  

1. Menurut Prof. Dr. P.J.A. Adriani dalam Bohari mendefinisakn 

pajak sebagai berikut: 

“pajak adalah iuran pada negara (yang dapat dipaksakan 
yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurt peraturan-
peraturan dengan tidak dapat prestasi kembali, yang langsung 
dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai 
pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas 
pemerintah”. 17 

 

2. Menurut Prof. Dr. M.J.H. Smeets, menjelaskan bahwa: 

“pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang 
melalui norma-norma umum dan yang dapat dipaksakan, tanpa 
adanya kontraprestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal 
individual, maksudnya adalah untuk membiayai pengeluaran 
pemerintah”.18 

 

 

                                                           
16 Ibid.  
17 Bohari, 2014, Pengantar Hukum Pajak, cetakan ke-10, PT. RadjaGrafindo Persada, 

Jakarta, hlm. 23.  
18 M.J.H. Smeets dalam Sutedi,Op.Cit hlm. 3.  
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3. Menurut Dr. Soeparman, menjelaskan bahwa: 

 “pajak adalah iuran wajib, berupa uang atau barang, yang 
dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum guna 
menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif 
dalam mencapai kesejahteraan umu”.19 
 
Dari beberapa pengertian pajak yang dikemukakan oleh 

beberapa ahli diatas, maka penulis menarik suatu kesimpulan bahwa 

pajak merupakan suatu iuran yang bersifat wajib bagi yang menurut 

undang-undang telah termasuk sebagai wajib pajak yang dapat 

dipaksakan dalam penagihannya serta tidak dikenal kontra prestasi 

yang tujuannya untuk keperluan pembiayaan dalam menjalangkan 

pemerintahan.  

Selain itu, dari beberapa definisi atau pengertian terkait pajak 

yang ada diatas, maka terlihat bahwa dalam pelaksanaan sistem 

perpajakan harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan 

yang mana terkait hal ini harus disusun dan dibahas bersama oleh 

Dewan Perwakilan Rakyat (selanjutnaya disebut dengan DPR) 

sebagai represntasi dari suara rakyat bersama pemerintah sehingga 

pajak bukan hanya sebagai kehendak Negara dalam hal ini sebagai 

alat untuk mewujudkan kedaulatan Negara, akan tetapi pajak juga 

merupakan kehendak rakyat melalui DPR sebagai wakilnya sehingga 

pajak tidak hanya sebagai alat untuk mewujudkan kedaulatan 

Negara namun juga didalamnya ada kehendak raykat dalam hal ini 

ada kedaulatan rakyat.  

                                                           
19 Soeparman dalam Bohari, Op.Cit hlm. 24. 
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Pada akhirnya pajak digunakan untuk pembangunan nasional 

dengan tujuan kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu, pajak harus 

diataur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku didalam 

suatu Negara sebagai hukum positif yang dikenal sebagai hukum 

pajak.  Senada dengan hal tersebut, pajak dalam prespektif undang-

undang perpajakan yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 

menjelaskan bahwa: 20 

“pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang 
oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa 
berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan 
imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan 
Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. 

 
  Berdasarkan pengertian pajak yang terdapat dalam undang-

undang diatas, maka hal pokok yang harus diketahui bahwa pada 

dasarnya pajak merupakan iuran kita dalam membantu Negara untuk 

menjalangkan pembangunan nasional, sehingga memanag kita tidak 

mendapatkan imbalan langsung, namun imbalan tersebut kita 

rasakan dalam bentuk kebijakan-kebijakan pemerintah dalam 

pembangunan berbagai fasilitas yang dapat kita nikmati setiap saat 

kita kehendaki. 

                                                           
20 Pasal 1 angka 1 UU No. 28 tahun 2007  tentang perubahan ketiga atas UU No. 6 

tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan.  
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b. Fungsi Pajak 

 Pada umumnya dikenal adanya dua fungsi utama dari pajak, 

yakni fungsi budgeter (anggaran) dan fungsi Regulerend 

(mengatur).21 

Fungsi pajak budgeter adalah fungsi yang letaknya 

disektor publik, dan pajak tersebut merupakan suatu alat 

untuk memasukkan uang sebanyak banyaknya ke dalam kas 

negara yang pada waktunya akan digunakan untuk 

membiayai pengeluaran-pengeluaran negara, terutama untuk 

membiayai pengeluaran rutin, dan apabila setelah itu masih 

ada sisa (surplus), maka surplus ini dapat digunakan 

untukmembiayai infestasi pemerintah (public saving untuk 

public invesment) 

b) Fungsi Regulerend (mengatur) 

Pajak mempunyai fungsi mengatur (Regulerend), 

dalam arti bahwa pajak itu dapat digunakan sebagai alat untuk 

mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan negara dalam 

lapangan ekonomi dan sosial dengan fungsi mengaturnya 

pajak digunakan sebagai suatu alat untuk mencapai tujuan-

tujuan tertentu yang letaknya diluar bidang keuangan dan 

fungsi mengatur itu banyak ditujukan terhadap sektor swasta. 

                                                           
21 R Santoso Brotodiharjo, Pengantar Ilmu Hukum Pajak, Rafika Aditama, Op. Cit. Hal 

212, dalam Muhammad Nofan, 2006, Tesis “Perlindungan Hukum Terhadap Wajib Pajak 
dalam Melakukan Pendaftaran dengan Sistem Elektronik Regisration”, universitas 
Diponegoro. Semarang, hlm. 26 
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Misalnya dalam pajak perseroan salah satu pasal dari 

ordonansi pajak perseroan 1925 memberi kebebasan dari 

pajak 

c. Hak dan Kewajiban Wajib Pajak. 

Terkait hak dan kewajiban, tentunya wajib pajak sebagai subjek 

hukum sekaligus subjek pajak tentunya memiliki hak untuk dipenuhi 

dan kewajiban yang harus dilaksanakan. Adapaun kewajiban wajib 

pajak menurut undang-undang perpajakan yaitu: 

a) Mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib 

Pajak (NPWP) ( Pasal 2 KUP)  

b)  Mengambil sendiri blangko Surat Pemberitahuan dan blangko 

perpajakan lainnya di tempat-tempat yang ditentukan oleh 

Direktur Jenderal Pajak (Pasal 3 ayat 2 KUP) 

c) Mengisi dengan lengkap ,jelas, benar (Pasal 4 ayat 1 KUP) 

dan menandatangani sendiri Surat Pemberitahuan, serta 

mengembalikan Surat Pemberitahuan itu kepada Direktorat 

Jenderal Pajak ( Pasal 3 ayat 1 KUP) dilengkapi dengan 

lampiranlampiran 

d) Melakukan pelunasan dan melakukan pembayaran pajak yang 

ditentukan oleh undang-undang (Pasal 9 ayat 1 jo Pasal 10 

ayat 1 KUP) 

e) Menghitung sendiri, menetapkan besarnya jumlah, dan 

membayar pajak dalam tahun yang sedang berjalan, sesuai 

dengan pajak dari tahun terakhir atau sesuai dengan SKP 

yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (Pasal 25 

PPh) 

f) Menghitung dan menetapkan sendiri jumlah pajak yang 

terutang menurut cara yang ditentukan (Pasal 12 KUP) 

g) Menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan-pencatatan 

(Pasal 28 ayat 1dan 2 KUP) 

h) Menunjuk wakil badan yang bertanggung jawab tentang 

kewajiban perpajakan ( Pasal 32 ayat 1 KUP) 
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Selain itu, wajib pajak juga memiliki hak-hak yang harus 

dipenuhi oleh Negara berdasarkan undang-undang perpajakan 

yaitu: 

a) Wajib pajak mempunyai hak untuk mengajukan surat 

keberatan dan surat minta banding (Pasal 27 KUP) 

b) Wajib pajak berhak menerima tanda bukti pemasukan SPT 

(Pasal 6 ayat 1 KUP) 

c) Wajib Pajak mempunyai hak melakukan pembetulan SPT 

yang dimasukkan (Pasal 8 ayat 1 KUP)  

d) Wajib pajak mempunyai hak untuk mengajukan permohonan 

penundaan pemasukan SPT (Pasal 3 ayat 4 KUP) 

e) Wajib pajak mempunyai hak untuk mengajukan permohonan 

penundaan atau pengangsuran pembayaran pajak (Pasal 9 

ayat 4 KUP) 

f) Wajib pajak mempunyai hak untuk mengajukan permohonan 

perhitungan pajak atau pengembalian kelebihan pembayaran 

pajak serta berhak memperoleh kepastian terbitnya surat 

keputusan kelebihan pembayaran pajak (Pasal 11 ayat 1 jo 

Pasal 17 ayat 2 KUP) 

g) Wajib pajak mempunyai hak untuk memberi kuasa khusus 

kepada orang yang dipercaya untuk melaksanakan kewajiban 

pajaknya (Pasal 32 ayat 3 KUP) 

 

d. Utang Pajak 

Pada dasarnya istilah utang pajak tidak berbeda dengan pajak 

terurutang sebagai hal yang harus ditunaikan atau dibayarkan oleh 

wajib pajak. Hal ini dikemukakan olej Muhammad Djafar Saidi bahwa 

kedua istilah tersebut pada hakikatnya suatu hal yang sama saja 

atau tidak berbeda karena merupakan suatu yang haus dibayar 

lunas oleh wajib pajak dalam jangka waktu tertentu. Selain itu, 

penggunaan istilah utang pajak dan pajak terutang ditemukan 
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berbeda dalam undang-undang, utamanya UU KUP dan UU 

PPDSP.22  

Terkait dengan pengertian utang pajak, telah dijelaskan dalam 

Pasal 1 angka 8 UU No 19 Tahun 2000 Tentang Penagikan Pajak 

dengan Surat Paksa yang menyatakan bahwa:  

“utang pajak adalah pajak yang masih harus dibayar 

termasuk sanksi administrasi berupa bunga, denda, atau 

kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau 

surat sejenisanya berdasarkan peraturan perundang-

undangan perpajakan.”  

Namun dalam undang-undang Ketentuan Umum Perpajakan 

menjelaskan bahwa:  

“pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar 

pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak atau 

dalam bagian tahun pajak menurut ketentuan peraturan 

perundang-undangan perpajakan yang berlaku.” 

Dari kedua pengertian diatas, pada dasarnya memiliki 

perbedaan secara prinsipil. Muhammad Djafar saidi memberikan 

pandangan bahwa sebenarnya perbedaan antara kedua istilah 

tersebut bukan merupakan suatu perluasan pengertian utang pajak, 

melainkan hanya ketidaksesuaian antara UU KUP dengan UU 

PPDSP. Lanjut dikatakan bahwa jika terjadi hal semacam ini, dalam 

penerapannya digunakan asas hukum yang mengatakan bahwa 

                                                           
22 Muhammad djafar saidi, Op.Cit, hlm. 165. 
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aturan yang khusus mengesampingkan aturan umum (lex Specialis 

Derogat Legi Generalis).”:23 

Menurut hemat penulis, penggunaan istilah utang pajak atau 

pajak terutang pada dasarnya sama saja. Namun dalam 

pengimplementasiannya tergantung nomengklatur yang digunakan 

apakah utang pajak atau pajak terutang untuk dapat ditentukan 

peraturan mana yang dapat digunakan. Namun dalam konteks 

penagihan pajak, berdasarkan asas yang dikemukakan diatas, maka 

peraturan yang tepat digunakan adalah UU PPDSP.  

Selanjutnya jika berbicara terkait utang pajak, maka harus pula 

diketahui bahwa utang pajak itu tidak serta merta timbul begitu saja. 

Tentunya terdapat suatu sebab yang menimbulkan adanya utang 

pajak. Terkait sebab timbulnya utang pajak, pada dasarnya ada dua 

teori atau ajaran yang membahas hal demikian yaitu sebagai berikut. 

- Teori Formil.  

Teori ini dikembangkan atau dipelopori oleh Mr. Steinmetz yang 

menyatakan bahwa: 

“Timbulnya utang pajak bukan karean undang-undang 
pajak, namun utang pajak timbul karena perbuatan hukum 
dari pejabat pajabat pajak yang bertugas mengelolah pajak 
pusat atau pajak daerah yang menerbitkan surat ketetapan 
pajak terhadap wajib pajak. Selanjutnya berdasarkan teori 
formil ini maka surat ketetapan pajak memiliki fungsi 

                                                           
23 Muhammad Djafar Saidi, Op.Cit. 
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sebagai: alat untuk menimbulkan utang pajak, dasar 
penagihan pajak, dan menentukan jumlah pajak terutang.” 24 

 
-  Teori materil 

Teori materil tentang timbulnya utang pajak dikembangkan oleh 

Prof. P.J. Adriani yanga mengatakan bahwa:  

“utang pajak timbul karena Undang-Undang Pajak 
dalam mana telah memenuhi syarat tatbestand yang 
terdiri dari keadaan-keadaan, peristiwa peristiwa, atau 
perbuatan-perbuatan tertentu sehingga tidak 
memerlukan campur tangan pejabat pajak untuk 
menerbitkan surat ketetapan pajak. Sehingga 
berdsarakan teori materil ini, maka surat ketetapan 
pajak memiliki fungsi sebagai: dasar penagihan pajak, 
dan menentukan jumlah utang pajak.” 25 

Dari pemaparan diatas, dapat dinyatakan bahwa timbulnya 

utang pajak karena dua hal, yaitu karena dikeluarkannya surat 

ketetapan pajak oleh pejabat pajak atau perbuatan pejabat pajak, 

dan utang pajak timbul karena terpenuhinya ketentuan-ketentuan 

yang disyaratkan dalam undang-undang .  

e. Penagihan Pajak 

Penagihan pajak sangatlah penting bagi penerimaan Negara. 

Sebab sebagaimana telah dikemuakakn terdahulu bahwa pajak 

merupakan pendapatan tersebesar dari Negara dalam mejalangkan 

pembangunan nasional untuk kesejahteraan rakyat. Sutedi 

menjelaskan bahwa penagihan pajak adalah serangkaian perbuatan 

atau tindakan yang dilakukan oleh pejabat pajak yang berwenang 

                                                           
24 R. Santoso Brotodihardjo dalam Muhammad Djafar saidi, Op.Cit, hlm. 172. 
25 Ibid, hlm.167.  
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agar wajib pajak sebagai penanggung pajak melunasi utang 

pajaknya dan biaya penagihan pajak dengan cara menegur dan 

meperingatkannya, baik dengan cara seketika dan sekaligus, 

memberitahukan adanya surat paksa, mengusulkan pencegahan, 

melaksanakan penyitaan, melaksanakan penaynderaan, serta 

menjual atau melelang barang yang telah disita.26  Sehingga dengan 

demikian penulis berkesimpulan bahwa penyitaan merupakan upaya 

yang dilakukan oleh pemerintah agar wajib pajak atau penanggung 

pajak segera menyelesaikan utang pajaknya.  

Selanjutnya penagihan pajak tentunya harus berdasar dan 

harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan agar hal itu 

tidak menjadi perbuatan yang melanggar hukum pajak.  Senada 

dengan hal ini, Muhammad Djafar Saidi pun menjelaskan bahwa 

penagihan pajak yang dilakukan oleh pejabat pajak yang bertugas 

mengelola pajak atau pejabat pajak yang bertugas mengelola pajak 

daerah wajib didasarkan pada suatu ketentuan pembenaran bahwa 

penagihan pajak merupakan perbuatan hukum yang tidak 

bertentangan dengan hukum pajak, Jika perbuatan hukum yang 

dilakukan tidak memiliki dasar yang sah, berarti telah terjadi 

perbuatan yang bertentangan dengan hukum pajak. 27 

                                                           
26 Sutedi, Op.Cit, hlm.39.  
27 Muhammad Djafar Saidi, Op.Cit, hlm.195.  
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Maksudnya adalah penagihan yang dilakukan oleh pejabat 

pajak harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan, harus 

ada pembenaran dari undang-undang yang mengaturnya sehingga 

hal itu tidak menjadi perbuatan yang melanggar hukum pajak.  

Adapun mengenai dasar penagihan pajak penghasilan, pajak 

pertambahan nilai, dan pajak penjualan atas barang mewah 

sebagaimana tercantum dalam UU KUP terdiri atas; 

- Surat tagihan pajak 

- Surat ketetapan pajak kurang bayar 

- Surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan 

- Surat paksa 

- Surat keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan, 

dan putusan banding yang menyebabkan bertambahnya 

jumlah pajak yang harus dibayar.  

Terkait dengan hal tersebut, muhammad Djafar Saidi 

mengatakan bahwa dasar penagihan pajak yang seyogyanya diatur 

dalam UU KUP  tidak hanya seperti diatas, namun pada bagian 

kelima perlu ditambahkan selain putusan banding juga harus ada 

putusan gugatan dan putusan peninjauan kembali.28Hal ini tentunya 

penulis sangat menyetujuinya sebab upaya upaya dalam sengketa 

                                                           
28 Muhammad Djafar Op.Cit, hlm 195-196. 
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pajak tidak sampai pada bandin administratif saja akan tetapi ada 

gugatan dan ada peninjauan kembali.  

Kembali pada penagihan, Sutedi juga berpendapat bahwa 

“apabila apa bila utang pajak sampai dengan tanggal jatuh tempo 

pembayaran belum dilunasi, akan dilaksanakan tindakan penagihan 

pajak, dengan surat teguran, surat paksa, juru sita pajak, surat sita, 

dan lelang”29 Bohari menyatakan bahwa surat tagihan pajak 

dikeluarkan apa bila:30  

a. Pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang bayar 
b. Wajib pajak dikenakan sanksi administrasi berupa denda 

administrasi dan/atau bunga. 
c. Dari hasil penelitian surat pemberitahuan (SPT) terdapat 

kekurangan pembayaran pajak sebagai akibat salah tulis 
dan atau salah hitung. 
 

f. Pengansuran dan Penundaan Pembayaran Pajak 

Dalam peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.03/2007, 

diatur terkait pengansuran dan penundaan pembayaran pajak. 

Ketentuan tersebut dapat dilihat sebagai berikut. 

Pasal 9 

Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan secara tertulis 
untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak yang 
masih harus dibayar dalam Surat Tagihan Pajak, Surat 
Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang 
Bayar Tambahan, dan Surat Keputusan Pembetulan, Surat 
Keputusan Keberatan, Putusan Banding, serta Putusan 
Peninjauan Kembali, yang menyebabkan jumlah pajak yang 

                                                           
29 Sutedi, Op.Cit, hlm. 39-42. 
30 Bohari, Op.Cit, hlm. 118. 
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terutang bertambah, serta Pajak Penghasilan Pasal 29, kepada 
Direktur Jenderal Pajak.  

Dalam ketentuan diatas, menjelaskan bahwa wajib pajak dapat 

melakukan pengajuan permohonan secara tertulis kepada direktorat 

jenderal pajak untuk mengansur atau menunda pembayaran 

pajaknya. Hal ini tentunya sesui dengan hak wajib pajak yang 

terdapat dalam Pasal 9 ayat 4 UU KUP. Sehingga dalam 

pelaksanaan ketentuannya oleh DJP, harus memperhatikan hal-hal 

tersebut untuk menjamin perlindungan hukum bagi wajib pajak 

sebelum menentukan keputusan penyanderaan.  

Pasal 10  

(1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, harus 
diajukan paling lama 9 (sembilan) hari kerja sebelum saat jatuh 
tempo pembayaran utang pajak berakhir disertai alasan dan 
jumlah pembayaran pajak yang dimohon diangsur atau ditunda.  

(2) Apabila ternyata batas waktu 9 (sembilan) hari kerja 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipenuhi oleh 
Wajib Pajak karena keadaan di luar kekuasaannya, 
permohonan Wajib Pajak masih dapat dipertimbangkan oleh 
Direktur Jenderal Pajak sepanjang Wajib Pajak dapat 
membuktikan kebenaran keadaan di luar kekuasaannya 
tersebut.  

Pasal 11  

(1) Direktur Jenderal Pajak menerbitkan surat keputusan atas 
permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 berupa 
menerima seluruhnya, menerima sebagian, atau menolak, 
paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal diterimanya 
permohonan.  

(2) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
telah lewat, Direktur Jenderal Pajak tidak memberi suatu 
keputusan, permohonan Wajib Pajak dianggap diterima.  
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(3) Surat keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang 
menerima seluruhnya atau sebagian, dengan jangka waktu 
masa angsuran atau penundaan tidak melebihi 12 (dua belas) 
bulan dengan mempertimbangkan kesulitan likuiditas atau 
keadaan di luar kekuasaan Wajib Pajak.  

(4) Terhadap utang pajak yang telah diterbitkan surat 
keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2) 
tidak dapat lagi diajukan permohonan untuk mengangsur atau 
menunda pembayaran. 

Dari beberapa ketentuan diatas, dapat digambarkan bahwa 

pada dasarnya dalam hal wajib pajak melakukan permohonan 

pengansuran atau penundaan untuk membayar utang pajaknya, DJP 

wajib memberikan tanggapan dengan batas waktu yang ditentukan. 

Selain itu wajib pajak juga berkewajiban menghormati keputusan 

DJP terkait permohonan yang diajukannya bilamana dalam proses 

penerbitan keputsannya tidak melanggar ketentuan peraturan 

perundang-undangan yang terkait.  

C. Tinjauan Umum terhadap Hukum Pajak 

a. Pengertian Hukum Pajak 

Terkait dengan hukum pajak, banyak ahli yang telah 

mengemukakan definisinya mengenai hukum pajak itu sendiri. Hal ini 

dapat kita lihat sebagai berikut.  

1. Menurut Sutedi  
“Hukum pajak adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan 
yang meliputi wewenang pemerintah untuk mengambil 
kekayaan seseorang dan menyerahkannya kembali kepada 
masyarakat melali kas Negara, sehingga hukum pajak 
tersebut merupakan hukum publik yang mengatur hubungan 
Negara dengan orang-orang atau badan-badan hukum yang 
berkewajiban membayar pajak.  Hukum pajak tersebut 
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dibedakan atas hukum pajak formil dan hukum pajak materil. 
Hukum pajak materil, memuat ketentuan-ketentuan tentang 
siapa yang dikenakan pajak dan siapa-siapa yang 
dikecualikan dengan pajak dan berapa yang harus dibayar. 
Hukum pajak formil, memuat ketentuan-ketentuan bagaimana 
mewujudkan hukum pajak materil jadi kenyataan.”31 

 
Adapun unsur-unsur dalam hukum pajak menurut yaitu: 
- Siapa-siap wajib pajak dan apa kewajiban mereka 

terhadap pemerintah. 
- Objek-objek apa yang dikenakan pajak 
- Cara penagihan 
- Cara mengajukan keberatan dan sebagainya. 32 

  
2. Menurut Muhammad Djafar  

“bahwa pengertian Hukum pajak pada garis besarnya dapat 
dibagi dalam arti luas dan dalam arti sempit. Hukum Pajak 
dalam arti luas adalah hukum yang berkaitan dengan pajak. 
Hukum pajak dalam arti sempit adalah seperangkat kaidah 
hukum tertulis yang mengatur hubungan antara pejabat pajak 
dengan wajib pajak yang memuat sanksi hukum”. 33 

 
3. Menurut Bohari  

“hukum pajak adalah sutau kumpulan peraturan-peraturan 
yang mengatur hubungan anatara pemerintah sebagai 
pemungut pajak dan rakyat sebagai pembayar pajak. Dengan 
lain perkataan bahwa hukum pajak menerangkan: 

- Siapa-siap wajib pajak (subjek pajak) 
- Objek-objek apa yang dikenakan pajak 
- Kewajiban wajib pajak terhadap pemerintah 
- Timbulnya dan hapusnya hutang pajak 
- Cara penagihan pajak, dan 
- Cara mengajukan  keberatan dan banding pada peradilan 

pajak”.34 
 

4. Menurut Rochmat Soemitro  
“Hukum pajak adalah suatu kumpulan peraturan yang 
mengatur hubungan natar pemerintah sebagai pemungut 
pajak dan rakyat sebagai pembayar pajak. Lain kata hukum 
pajak menerangkan terkait: 

- Siapa-siap wajib pajak (subjek Pajak) 
- Kewajiban-kewajiban mereka terhadap pemerintah  

                                                           
31 Sutedi, Op.Cit hlm.6. 
32 Ibid 
33 Muhammad Djafar Saidi, Lot.Cit hlm.1.  
34 Bohari, Op.Cit, hlm. 29 
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- Hak-hak pemerintah 
- Objek-objek yang dikenakan pajak 
- Cara penagihan 
- Cara pengajuan keberatan dan sebagainya”.35 

 
5. Menurut Santoso Brotodihardjo  

 “hukum pajak yang disebut hukum fiskal adalah keseluruhan 
dari peraturan peraturan uang meliputi wewenang pemerintah 
untuk mengambil kekayaan seseorang dan menyerahkannya 
kembali keada masyarakat dengan melalui kas Negara, 
sehingga merupakan sebagian dari hukum publik, yang 
mengatur hubungan-hubungan hukum anatara Negara 
dengan orang-orang atau badan-badan (hukum) yang 
berkewajiban membayar pajak (selanjutnya disebut wajib 
pajak).”36 

  

6. Menurut Y. Sri Pudyatmoko  
“Secara umum Hukum pajak dapat dibedakan menjadi dua, 
yakni hukum pajak material dan hukum pajak formal.37  
Hukum pajak material memuat norma-norma yang 
menerangkan mengenai: 

 

- Keadaan, perbuatan-perbuatan, dan peristiwaperistiwa 
hukum yang harus dikenai pajak (Objek pajak) atau 
disebut juga tatbestand.  

- Siapa-siapa yang harus dikenai pajak (subyek 
pajak/wajib pajak); dan 

- Berapa besarnya pajak 
 

Disamping itu termasuk didalamnya: 
- Peraturan-peraturan yang memuat kenaikan-kenaikan, 

denda-denda; 
- Peraturan-peraturan yang memuat hukuman-hukuman 

terhadap ketentuan perpajakan 
- Peraturan-peraturan tentang tata cara pembebasan dan 

pengembalian pajak; 
- Peraturan-peraturan tentang hak mendahului dari fiscus.  

 
Adapun yang dimaksud dengan hukum pajak formal adalah 
serangkaian norma yang mengatur cara untuk menjelmakan 
Hukum pajak material menjadi suatu kenyataan. Artinya 

                                                           
35 Rochmat Soemitro dalam Muhammad Djafar Saidi, Op.Cit hlm.2. 
36 5. Santoso Brotodihardjo dalam Y. Sri Pudyatmoko, 2006, Hukum Pajak, edisi 

Revisi, C.V. ANDI OFFSET, Yogyakarta, hlm. 51.  
37 Ibid, hlm 53. 
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keberadaan hukum pajak formil menyesuaikan dengan 
kebutuhan yang dikehendaki untuk berlakukanya hukum pajak 
materil. Agar hukum pajak materil  dapat berlaku efektif maka 
hukum pajak formil harus ada. Hukum pajak formal antara lain 
mengatur: 

- Pendaftaran objek pajak dan wajib pajak 
- Pemungutan pajak 
- Penyetoran pajak 
- Pengajuan keberatan 
- Permohonan banding 
- Permohonan pengurangan dan penundaan pembayaran, 

dan lain sebagainya.  
 

Berdasarkan beberapa pendapat ahli diatas mengenai hukum 

pajak, maka dapat digambarkan bahwa hukum pajak pada dasarnya 

seperangkat kaidah-kaidah hukum atau aturan-aturan hukum dalam 

bentuk tertulis yang isinya mengatur hubungan antara pemerintah 

sebagai pejabat pajak dengan rakyat sebagai wajib pajak dan 

memuat aturan terkait perpajakan yang dilengkapi dengan upaya-

upaya hukum dan sanksi hukum.    

b. Sumber Hukum Pajak 

Dalam hukum pajak sebagai bagian dari ilmu hukum, hukum 

pajak tidak mengenal sumber hukum yang tidak tertulis. Hal ini 

berdasarkan pengertian hukum pajak, bahwa kaidah hukum pajak 

hanya ada karena tertulis dan tidak boleh dilakukan secara 

kebiasaan. Sehingga dengan demikian kebiasaan yang juga 

merupakan salah satu sumber hukum tidak termasuk sebagai 

sumber hukum dalam hukum pajak.38 Namun demikian, sebagai 

sumber hukum dasar nasional yang menjiwai peraturan perundang-

                                                           
38 Muhammad Djafar Saidi, Op. Cit hlm.4. 
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undangan di bidang perpajakan sehingga memegang perananan 

penting dalam kemajuan sumber hukum tertulis. Di mana pancasila 

sebagai alat untuk menguji sumber-sumber hukum tertulis, apakah 

bertentangan atau tidak dengan pancasila sebagai dasar hukum 

tertinggi di Indonesia. Sehingga dengan demikian pancasila sebagai 

dasar untuk menentukan benar tidaknya substansi hukum yang 

terkandung dalam setiap sumber-sumber hukum pajak yang bersifat 

tertulis adalah sebagai berikut:39    

1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945 (UUD NRI 1945) 

2. Perjanjian Internasional 

3. Yurisprudensi di bidang Pajak, dan  

4. Doktrin di bidang perpajakan. 

D. Tinjauan Umum terhadap Penyanderaan (Gijzeling) Wajib Pajak 

a. Pengertian Penyanderaan (Gijzeling) 

Penyanderaan diatur kali pertama didalam Pasal 209-224 HIR 

(Herzien Indslach Reglement) yang mengatur dapatnya seseorang 

ditahan sampai orang tersebut membayar utangnya. Namun pada 

tahun 1964, penyanderaan dipandang melanggar hak asasi 

manusia, maka dari itu penyanderaan dihentikan penggunaannya 

melalui Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 21 dan pada 

tahun 1964 diperkuat lagi untuk penghentian pengunaannya melalui 

                                                           
39 Muhammad Djafar Saidi, ibid. hlm .4. 
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SEMA Nomor 4 Tahun 1975. Seiring berjalannya waktu, 

penyanderaan kembali digunakan, untuk jenis piutang Negara 

kepada rakyat atau badan hukum yang digunakan oleh pemerintah 

sebagai penagihan pajak kepada wajib pajak atau penanggung 

pajak.40 

Selanjutnya terkait dengan penyanderaan dalam hukum pajak, 

banyak ahli yang menjelaskan hal demikian diantaranya Muhammad 

Djafar Saidi mengatakan bahwa penyanderaan adalah pengekangan 

sementara waktu kebebasan wajib pajak atau penanggung pajak 

dengan menempatkannya di tempat tertentu. Selain itu 

penyanderaan tidak boleh dilakukan sebelum dilaksanakannya 

pencegahan karena hal ini berkesinambungan. 41Selain itu, upaya 

penahanan atau pengekangan badan kepada wajib pajak atau 

penanggung yang dilakukan oleh juru sita pajak di tempat tertentu, 

dengan jangka waktu tertentu, yang dimaksudkan agar wajib pajak 

atau penanggung pajak segera memenuhi utang pajaknya.42  

Brotodihardjo mengemukakan bahwa “lifsdwang, gijzeling, 

penyanderaan adalah penyitaan atas badang orang berutang 

pajak.43 Senada dengan hal demikian,Rohcmat Soemitro bahwa 

                                                           
40 Sani Imam Santoso. 2014. Teori Pemidanaan dan Sandera Badan Gijzeling.  

Penaku, Jakarta, hal. 105 
41 Muhammda Djafar Saidi, Op.Cit, hlm. 222 
42 Y. Sri Pudyatmoko, Op.Cit, hlm. 187.  
43 R. Santiso Brotodihardjo, 2008, Pengantar Ilmu Hukum Pajak, PT. Refika Aditama, 

Bandung, hlm. 202.  
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sandera adalah alat paksa lain yang tidak langsung.44 Artinya adalah 

penyanderaan yang dilakukan itu belum menjamin terbayarnya utang 

pajak, namun penyanderaan itu pada hakikatnya bertujuan untuk 

memberikan dampak psikologis/kejiwaan bagi penanggung pajak 

yang tidak memebayar utang pajaknya.  

Penyanderaan dalam UU Nomor 19 Tahun 1997 jo UU Nomor 

19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa Pasal 

1 angka 21 menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan 

penyanderaan adalah pengekangan sementara waktu kebebasan 

penanggung pajak dengan menempatkannya di tempat tertentu.45  

Adapun pengertian gijzeling menurut PERMA Nomor 1 Tahun 

2000 tentang Lembaga Paksa Badan bahwa gijzeling mempunyai 

arti yaitu upaya paksa tidak langsung dengan memasukkan 

seseorang debitur yang beriktikad tidak baik ke dalam Rumah 

Tahanan Negara yang ditetapkan oleh Pengadilan, untuk memaksa 

yang bersangkutan agar memenuhi kewajibannya.46Dengan 

demikian, berdasarkan pengertian terkait dengan penyanderaan baik 

menurut ahli maupun menurut undang-undang maka penulis 

berkesimpulan bahwa pada dasarnya penyanderaan adalah 

                                                           
44 Rochmat Soemitro, 1987, Azas dan Dasar Perpajakan 2, PT. Eresco, Bnadung, 

hlm. 83.  
45 Pasal 1 angka 21 UU Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan 

Surat Paksa 
46 Pasal 1 PERMA Nomor 1 Tahun 2000 tentang Lembaga Paksa Badan 
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penahanan sementara wajib pajak atau penanggung pajak sampai 

dia membayar atau menyelesaikan utang pajaknya.  

Selanjutnya terkait dengan pengertian penyanderaan dalam 

UU PPSP pada kalimat “tempat tertentu”, Ida Zuraidah menjelaskan 

bahwa yang dimaksud dengan “tempat tertentu adalah:47 

a. Tertutup dan terasing dari masyarakat  
b. Mempunyai fasilitas terbatas, serta  
c. Mempunyai sistem pengaman dan pengawasan yang 

memadai. 
 

b. Sumber Hukum Penyanderaan 

1. Sumber Hukum diterpakannya Penyanderaan 

Dalam sistem hukum Indonesia, penyanderaan atau paksa 

badan telah cukup lama dikenal yaitu pada zaman penjajahan 

belanda. Gijzeling ditaur dalam pasal 209 sampai 224 HIR atau 

pasal 242 sampai dengan 258 RBg. Dalam ketentuan tersebut 

dijelaskan bahwa jika tidak memenuhi atau tidak cukup barang 

untuk memastikan pelaksanaan keputusan, maka ketua 

pengandilan negeri dapat memberi perintah untuk 

melaksanakan surat sita guna menyandera debitur. Namun 

dalam ketentuan tersebut, yang disita bukanlah barang, akan 

                                                           
47 Ida Zuraidah dalam Khoirul Hidayah, dan Mudawamah, 2015, Gijzeling dalam 

Hukum Pajak Indonesia (kajian peraturan perundang-undangan dan integrasi islam), 
UIN-Maliki Pers, Malang, hlm. 27. 
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tetapi orang dan berkaitan dengan hubungan antara debitur 

dan juga kreditur secara hukum perdata.48 

Selanjutnya dalam SEMA Nomor 4 tahun 1975 menyatakan 

bahwa penyanderaan sebagaimana ditaur dalam Pasal-pasal 

209s/d224 HIR dan Pasal-pasal242 s/d 258 RBg, merupakan 

tindakan “perampasan kebebasan bergerak seseorang” dalam 

rangka eksekusi suatu putusan perkara perdata yang telah 

mempunyai kekuatan pasti, putusan perkara dimulai dengan 

penyitaan barang-barang milik pihak yang kalah, tetapi orang 

tersebut sama sekali tidak memiliki barang atau barang-barang 

miliknya tidak cukup banyak untuk melunasi hutangnya.  

Selanjutnya dalam berbagai permasalahan terhadap 

pelaksanaan penyanderaan, penerapan penyanderaan 

kemudian diberhentikan dengan alasan bertentangan dengan 

peri kemanusiaan. Namun  dalam berjalannya waktu 

penyanderaan dianggap sebagai salah satu upaya efektif 

dalam penegakan hukum bagi debitur yang tidak beritikad baik, 

maka Mahkama Agung Menginstruksikan kembali berlakunya 

Gijzeling  melalui PERMA Nomor 1 tahun 2000 Tentang 

Lembaga Paksa Badan. Sehingga dengan berdasarkan hal 

tersebut maka penyanderaan dalam PERMA tersebut hanya 

                                                           
48 Y. Sri Pudyatmoko, Op.Cit hlm.112. 
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dikenakan kepada debitur yang mampu membayar utangnya 

namun beritikad tidak baik untuk melunasi utangnya.  

2. Hukum Pajak Sebagai Sumber Hukum Penyanderaan 

Penyanderaan dalam perpajakan merupakan pengekangan 

sementara waktu kebebasan penanggung pajak dengan 

menempatkannya ditempat tertentu.49 Selanjutnya dalam 

hukum pajak, penyanderaan merupakan upaya hukum terakhir 

akibat dari ketidak mauan atau ketidakmampuan debitur untuk 

melunasi utang pajaknya karena memiliki itikad tidak baik. 

Sehingga dengan hal tersebutlah maka wajib pajak yang 

memiliki kemampuan untuk membayar pajak namun beritikad 

tidak baik untuk tidak membayar utang pajaknya maka dapat 

dilakukan penyanderaan terhadapnya.  

Penyanderaan dalam hal penagihan pajak pada dasarnya 

diatur dalam UU Nomor 19 tahun 1959, namun penyanderaan 

tidak pernah digunakan lagi sejak dicabut oleh Mahkamah 

Agung melalui Sema Nomor 2 Tahun 2964 tertanggal 22 

Januari 1964. Kemudian selanjutnya, Lembaga Paksa Badan 

dihidupkan kembali dalam masalah perpajakan melalui UU No. 

19 Tahun 2997 Tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa 

sebagaimana diubah dengan UU No. 19 Tahun 2000.  

                                                           
49 Pasal 1 Butir 4 PP No. 137 Tahun 2000.  
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Kemudian, untuk melaksanakan perintah UU tentang 

penagihan pajak dengan Penyanderaan, pemerintah 

mengeluarkan PP No. 13 Tahun 2000 Tentang Tempat dan 

Tata cara Penyanderaan, Rehabilitasi Nama Baik Penanggung 

Pajak, dan Pemberian Ganti Rugi dalam Rangka Penagihan 

Pajak. Selain hal tersebut, juga ada peraturan lain yang 

menjadi sumber atau dasar dalam penggunaan penyanderaan 

yaitu Surat keputusan Bersama antara Menteri Keuangan serta 

Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia No. M-02.UM.01 

Tahun 2003 dan N.294/KMK.03/2003 Tentang Tata Cara 

Penitipan Penanggung Pajak yang disandera di Rumah 

Tahanan Negara dalam Rangka Penagihan Pajak dengan 

Surat Paksa dan juga Keputusan DJP No. KEO-218PJ/2003 

Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyanderaan dan Pemberian 

Rehabilitasi Nama Naik Penanggung Pajak yang disandera. 50 

c. Penyanderaan dan Hak Asasi Manusia 

Dalam hukum pajak, Paksa badan (Gijzeling) adalah 

pengekangan sementara waktu kebebasan wajib pajak sebagai 

penanggung pajak dengan cara menempatkannya disuatu tempat 

tertentu sebagaimana termuat dalam Pasal 1 butir 1 UU No. 19 

Tahun 1997.  Sedangkan dalam SEMA No. 4 tahun 1975 

menyatakan bahwa Penyanderaan (Gijzeling)sebagaimana diatur 

                                                           
50 Y. Sri Pudyatmoko, Op.Cit hlm.114. 
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pada Pasal-pasal 209 HIR sampai dengan 224 HIR dan Pasal-pasal 

242 R.Bg sampai dengan 258 R.Bg. merupakan tindakan 

“perampasan kebebasan beregerak seseorang” dalam rangka 

pelaksanaan suatu putusan perkara perdata yang telah mempunyai 

kekuatan kekuatan hukum mengikat. Penyanderaan dalam HIR dan 

R.Bg. ini tidak diterapkan bagi pihak yang membangkan melainkan 

untuk orang yang tidak mampu yang tidak mungkin dapat melunasi 

utang-utangnya.  

Selanjutnya, penyanderaan dicabut dalam rangka eksekusi 

putusan pengadilan dilakukan karena mengingat bahwa pemerintah 

Indonesia cukup serius dalam menyuaran terkait perlindungan 

terhadap Hak Asasi Manusia. Hal ini dapat kita lihat dalam Pasal 

28A-28J UUD NRI 1945 yang mengatur terkait Hak Asasi Manusia 

yang diantaranya adalah hak untuk hidup.51 Selanjutnya, ketika 

berbicara lembaga paksa badan atau penyanderaan dalam upaya 

penegakan hukum pajak, maka sangat relevan jika hal ini 

dibicarakan dengan memperhatikan hak-hak asasi manusia dari 

pranata nasional dilihat dalam Pasal 28I UUD NRI 1945 yang 

menyatakan bahwa: 

a. Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak 
kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak 
untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi, 
dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang 

                                                           
51 Resmaya Agnesia Mutiara Sirait, Op.Cit. 
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berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat 
dikurangi dalam keadaan apapun. 

b. Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat 
diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapat 
perlindungan terhada perlakuan yang bersifatdiskriminatif 
itu, 

c. ...dan seterusnya s/d ayat (5) 

Sehingga dengan demikian, berdasarkan hak-hak diatas maka 

penyanderaan pada dasarnya merupakan kriminalisasi terbatas 

(limited criminalization) terhadap wajib pajak atau penanggung pajak 

yang mana hal ini memungkinkan bertentangan dengan Hak Asasi 

manusia 

E. Penyanderaan (Gijzeling) dalam Hukum Pajak 

a. Syarat Penyanderaan 

Karena penyanderaan merupakan salah satu upaya penagihan 

pajak, maka penyanderaan tidak boleh dilakukan dengan cara 

sewenang-wenang dan juga tidak bertentang dengan rasa keadilan 

serta memiliki kepastian hukum yang jelas, maka dalam melakukan 

penyanderaan harus diperhatikan syarat-syarat tententu yang telah 

ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, baik itu syarat 

kuantitatif, maupun syarat kualitatif. Sehingga dengan demikian, 

sebelum melakukan penyanderaan terhadap wajib pajak sebagai 

penanggung pajak, pejabat pajak yang bertugas untuk menyandera 

harus terlebih dahulu mendapatkan data yang benar terhadap 

penanggung pajak yang hendak disandera.  
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Adapun syarat-syarat tersebut terdapat dalam Pasal 33 UU No. 

19 Tahun 1997 Tentang PPSP yaitu: 52 

1. Penyanderaan hanya dapat dilakukan terhadap Penanggung 
Pajak yang mempunyai utang pajak sekurangkurangnya 
sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan 
diragukan itikad baiknya dalam melunasi utang pajak.  

2. Penyanderaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya 
dapat dilaksanakan berdasarkan Surat Perintah 
Penyanderaan yang diterbitkan oleh Pejabat setelah 
mendapat izin tertulis dari Menteri atau Gubernur Kepala 
Daerah Tingkat I.  

3. Masa penyanderaan paling lama 6 (enam) bulan dan dapat 
diperpanjang untuk selama-lamanya 6 (enam) bulan. (4)  

4. Surat Perintah Penyanderaan memuat sekurang-kurangnya:  
a. identitas Penanggung Pajak 
b. alasan penyanderaan 
c. izin penyanderaan 
d. lamanya penyanderaan dan 
e. tempat penyanderaan.  

5. Penyanderaan tidak boleh dilaksanakan dalam hal 
Penanggung Pajak sedang beribadah, atau sedang mengikuti 
sidang resmi, atau sedang mengikuti Pemilihan Umum.  

6. Besarnya jumlah utang pajak sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dan dalam Pasal 29 dapat diubah dengan Peraturan 
Pemerintah. 

Terkait dengan ketentuan diatas, dalam penjelasan UUPPS, 

untuk Pasal 33 Ayat 1 dijelaskan bahwa Penyanderaan adalah salah 

satu bagian dari upaya penagihan pajak yang pelaksanaannya 

dalam bentuk pengekangan sementara waktu terhadap kebebasan 

Penanggung Pajak dengan menempatkannya di tempat tertentu. 

Supaya penyanderaan tidak dilakukan dengan sewenang-wenang 

dan juga tidak berkontradiksi dengan rasa keadilan bersama, maka 

ditetapkan syarat-syarat tertentu, baik syarat yang bersifat kuantitatif, 

                                                           
52 Pasal 33  UU No 19 tahun 1997 tentang PPSP. 
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yaitu harus mencukupi utang pajak dalam jumlah tertentu, dan juga 

syarat yang bersifat kualitatif, yaitu diragukannya itikad baik 

Penanggung Pajak untuk membayar utang pajak, serta telah 

dilaksanakannya penagihan pajak kepada wajib pajak sampai 

dengan Surat Paksa. Sehingga dengan demikian, Pejabat 

mendapatkan data atau informasi yang terpecaya yang dibutuhkan 

sebagai bahan pertimbangan untuk mengajukan permohonan izin 

penyanderaan baik kepada menteri keuangan maupun gubernur 

atau kepala daerah tingkat I. Penyanderaan harus dilaksanakan 

secara sangat selektif, hati-hati, dan merupakan upaya atau cara 

terakhir. 

Kemudian hal tersebut diperkuat dengan surat edaran 

Direktoral Jenderal Pajak Momor SE-01/PJ/2020 Tentang Pelunasan 

Utang Pajak yang Menjadi Kewajiban Penanggung Pajak Atas Wajib 

Pajak Badan Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa 

yang pada bagian materi terkait dengan tahapan Penagihan Pajak 

dengan Surat Paksa bagian a-b yaitu:53 

a. Pada dasarnya penagihan pajak dilakukan apabila 
penanggung pajak tidak melunasi utang pajak dan biaya 
penagihan pajak. 

b. Terhadap peanggung pajak yang tidak melunasi utang 
pajak, pejabat dapat melakukan tindakan penagihan pajak, 
dengan tahapan: 

1. Menerbitkan surat teguran atau surat lainnya 
yang sejenis 

2. Melakukan penagihan seketika da sekaligus 

                                                           
53 Lihat Surat Edaran  Direktoral Jenderal Pajak Nomor SE-01/PJ/2020. 
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3. Memberitahukan surat paksa 
4. Melakukan penyitaan barang milik penanggung 

pajak 
5. Melakukan penjualan barang milik penanggung 

pajak yang telah disita 
6. Mengusulkan pencegahan 
7. Melakukan penyanderaan.  

Syarat-syarat diatas kemudian dilengkapi serta dipertegas 

kembali oleh ketentuan Pasal 2 Peraturan pemerintah  Nomor 137 

Tahun 2000 Tentang Tempat dan Tata Cara Penyanderaan, 

Rehabiltasi Nama Baik Penanggung Pajak, dan Pemberian Ganti 

Rugi dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa 

(selanjutnya disebut dengan PP No. 137 tahun 2000) yang 

menyatakan bahwa:54 

“Penyanderaan hanya dapat dilakukan terhadap 
Penanggung Pajak yang tidak melunasi utang pajak setelah 
lewat jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak 
tanggal Surat Paksa diberitahukan kepada Penanggung 
Pajak.”  

Selanjutnya, dari beberapa syarat diatas, terdapat syarat 

kuantitatif dan kualitatif yaitu pada pasal 33 ayat 1 UU PPSP yang 

mana pada dasarnya Syarat Kuantitatif, yaitu apabila penanggung 

pajak mempunyai utang pajak sekurang-kurangnya Rp100 juta, dan 

Syarat Kualitatif, yaitu diragukannya iktikad baik penanggung pajak 

dalam melunasi utang pajaknya dan telah dilaksanakan penagihan 

pajak sampai dengan surat paksa. 

                                                           
54 Pasal 2 PP No 137 tahun 2000 
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Selanjutnya, Adapun kriteria penanggung pajak yang diragukan 

iktikad baiknya berdasarkan Pasal 3 ayat (1) huruf d Keputusan 

Dirjen Pajak No. Kep218/PJ./2003 disebutkan tentang petunjuk 

bahwa penanggung pajak diragukan itikad baiknya, jika : 55 

1. Penanggung pajak tidak merespon himbauan untuk 
melunasi utang pajak  

2. Penanggung pajak tidak menjelaskan/tidak bersedia 
melunasi utang pajak baik sekaligus maupun angsuran  

3. Penanggung pajak tidak bersedia menyerahkan hartanya 
untuk melunasi utang pajak  

4. Penanggung pajak akan meninggalkan Indonesia untuk 
selama-lamanya atau berniat untuk itu  

5. Penanggung pajak memindahtangankan barang yang 
dimiliki atau yang dikuasai dalam rangka menghentikan 
atau mengecilkan kegiatan perusahaan, atau pekerjaan 
yang dilakukannya di Indonesia  

6. Penanggung pajak akan membubarkan badan usahanya 
atau menggabungkan usahanya, atau memekarkan 
usahanya, atau memindahtangankan perusahaan yang 
dimiliki atau dikuasainya, atau melakukan perubahan 
bentuk lainnya. 
 

b. Prosedur Penyanderaan 

Pelaksanaan Gijzeling atau penyanderaan dalam ketentuan 

atau peraturan perpajakan adalah sebagai berikut. 

1. Izin Penyanderaan 

Penyanderaan hanya dapat dilakukan terhadap wajib 

pajak/penanggung pajak dengan izin sebagai berikut:56 

1. Permohonan izin penyanderaan diajukan oleh Pejabat 
atau atasan Pejabat kepada Menteri Keuangan untuk 

                                                           
55 pasal 3 ayat (1) huruf d Keputusan Dirjen Pajak No. Kep218/PJ./2003 
56 PP No.137 tahun 2000, Op.Cit, pasal 4 
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penagihan pajak pusat atau kepada Gubernur untuk 
penagihan pajak daerah.  

2. Permohonan izin penyanderaan memuat sekurang-
kurangnya:  
a. identitas Penanggung Pajak yang akan disandera 
b.  jumlah utang pajak yang belum dilunasi   
c. tindakan penagihan pajak yang telah dilaksanakan, 

dan  
d. uraian tentang adanya petunjuk bahwa Penanggung 

Pajak diragukan itikad baik dalam pelunasan utang 
pajak. 

 

Selanjutnya, Surat Perintah Penyanderaan diterbitkan 

oleh Pejabat pajak yang berwenang setelah adanya izin 

penyanderaan seketika setelah diterimanya izin tertulis dari 

Menteri Keuangan untuk penagihan pajak pusat atau dari 

Gubernur untuk penagihan pajak daerah. Surat Perintah 

Penyanderaan tersebut sekurang-kurangnya memuat:57 

a. identitas Penanggung Pajak  
b. alasan penyanderaan. 
c. izin penyanderaan 
d. lamanya penyanderaan dan  
e. tempat penyanderaan 

 

2. Tempat dan jangka waktu Penyanderaan 

Terkait dengan tempat penyanderaan diatur dalam Pasal 

6 PP No. 137 Tahun 2000 yaitu:58 

(1) Penanggung Pajak yang disandera ditempatkan 
ditempat tertentu sebagai tempat penyanderaan 
dengan syarat-syarat sebagai berikut: 
 

                                                           
57 PP No. 137 tahun 2000, Op.Cit, pasal 5 
58 PP No 137 tahun 2000, Op.Cit, pasal 6 
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a. tertutup dan terasing dari masyarakat 
b. mempunyai fasilitas terbatas, dan  
c. mempunyai sistem pengamanan dan  

       pengawasan yang memadai.  
 

(2) Sebelum tempat penyanderaan sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (1) dibentuk, Penanggung 
Pajak yang disandera dititipkan di rumah tahanan 
negara dan terpisah dari tahanan lain.  

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyanderaan 
Penanggung Pajak sebagaimana dimaksud dalam 
ayat (2) ditetapkan dengan keputusan bersama 
Menteri Keuangan dan Menteri Kehakiman dan Hak 
Asasi Manusia. 

Adapun terkait dengan jangka waktu penyanderaan yaitu:59  

“Jangka waktu penyanderaan selama-lamanya 6 (enam) 
bulan terhitung sejak Penanggung Pajak ditempatkan 
dalam tempat penyanderaan dan dapat diperpanjang 
untuk paling lama 6 (enam) bulan.” 

Artinya jika dalam masa penyanderaan selama 6 bulan 

yang dihitung sejak ditempatkannya penanggung pajak dalam 

rumah atau tempat penyanderaan dan utang pajaknya belum 

juga terselesaikan, maka waktu penyanderaan dapat 

diperpajang untuk paling lama 6 bulan. Dengan demikian 

penulis berkesimpulan bahwa jangka waktu penyanderaan 

dimulai dari sejak awal sampai dengan masa perpanjangan 

adalah hanya 2 kali 6 bulan atau sebanyak 12 bulan (1 tahun).  

c. Pelaksanaan Penyanderaan 

Dalam pelaksanaannya, penyanderaan baru akan mulai 

dilaksanakan apa bila surat perintah penyanderaan telah diterima 

                                                           
59 PP No 137 tahun 2000, Op.Cit, Pasal 7 



 

53 
 

oleh penanggung pajak. Dimana juru sita memberikan salinan 

penyanderaan terhadap penanggung pajak kepada kepala tempat 

penyanderaan.  

Selanjutnya Juru Sita menyampaikan Surat Perintah 

Penyanderaan langsung kepada Penanggung Pajak dengan 

disaksikan oleh 2 (dua) orang penduduk Indonesia yang telah 

dewasa, dikenal oleh Juru Sita dan dapat dipercaya.60 Dalam 

melaksanakan penyanderaan Jurusita Pajak dapat meminta bantuan 

Kepolisian atau Kejaksaan dalam hal:61 

1) Juru sita menemui kesulitan ataupun karena alasan 
keamanan dan keselamatan Juru Sita Pajak dan saksi-
saksi.  

2) Penanggung Pajak yang akan disandera tidak dapat 
ditemukan, bersembunyi, atau melarikan diri. 

Selain hal diatas, jika wajib pajak atau penanggung pajak yang 

akan disandera yang sedang berada diluar wilayah kerja kantor yang 

menerbitkan surat paksa baik itu melarikan diri ataupun sengaja 

menghindar dengan niat bersembunyi maka maka Kepala Kantor 

dimaksud tetap dapat menerbitkan Surat Perintah Penyanderaan, 

dan memerintahkan Juru Sita Pajak untuk melaksanakan 

penyanderaan terhadap Penanggung Pajak yang berada di luar 

                                                           
60 Pasal 5 ayat 1 Keputusan Ditjen Pajak Nomor 218 Tahun 2003 
61 Pasal 5 ayat 2 dan ayat 3 Keputusan Ditjen Pajak Nomor 218 Tahun 2003 
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wilayah kerjanya sehingga Kepala Kantor yang diminta bantuan 

wajib memberikan bantuan, antara lain:62 

1) Keterangan dan informasi tentang keberadaan 
Penanggung Pajak dimaksud  

2) Memperbantukan Jurusita Pajak dan menyediakan 
saksi 

3) Koordinasi dengan aparat Pemerintah 
Daerah/Kepolisian setempat 

4) Sarana dan prasarana yang diperlukan untuk 
pelaksanaan penyanderaan. 

Kemudian jika penanggung pajak menolak untuk menerima 

surat perintah penyanderaan, maka juru sita pajak dapat 

meninggalkan surat perintah penyanderaan tersebut di tempat 

penanggung pajak yang akan disandera dengan membuat berita 

acara yang isinya lebih kurang sebagai berikut:63 

a. nomor dan tanggal Surat Perintah Penyanderaan 
b. izin tertulis Menteri Keuangan atau Gubernur  
c. identitas Juru sita Pajak  
d. identitas  
e. identitas Penanggung Pajak yang disandera 
f. tempat penyanderaan 
g. lamanya penyanderaan dan  
h. identitas saksi penyanderaan. 

Kemudian setelah itu, Salinan Berita Acara Penyanderaan 

sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) disampaikan kepada kepala 

tempat penyanderaan, Penanggung Pajak yang disandera, dan 

Bupati atau Wali kota.64 

                                                           
62 Pasal 6 Keputusan Ditjen Pajak Nomor 218 Tahun 2003  
63 PP No. 137 Tahun 2000, Op.Cit pasal 9 ayat 4 
64 PP No. 137 tahun 2000, Op.Cit pasal p ayat 5 



 

55 
 

d. Hak Wajib Pajak yang Disandera.  

Dalam proses penyanderaan, penanggung pajak yang 

disandera memiliki hak-hak sebagai berikut:65 

a. melakukan ibadah di tempat penyanderaan sesuai 
dengan agama dan kepercayaannya masing-masing 

b. memperoleh pelayanan kesehatan yang layak sesuai 
dengan ketentuan yang berlaku 

c. mendapat makanan yang layak termasuk menerima 
kiriman dari keluarga;  

d. menyampaikan keluhan tentang perlakuan petugas 
e. memperoleh bahan bacaan dan informasi lainnya atas 

biaya Penanggung Pajak yang disandera 
f. menerima kunjungan dari, keluarga, pengacara dan 

sahabat; dokter pribadi atas biaya sendiri; rohaniawan. 
 

e. Penghentian Penyanderaan 

Penyanderaan dapat dihentikan bilama mana terjadi hal-hal 

sebagai berikut:66 

1) apabila utang pajak dan biaya penagihan pajak telah 
dibayar lunas 

2) apabila jangka waktu yang ditetapkan dalam Surat 
Perintah Penyanderaan itu telah terpenuhi;  

3) berdasarkan putusan pengadilan yang telah 
mempunyai kekuatan hukum tetap; atau  

4) berdasarkan pertimbangan tertentu dari Menteri atau 
Gubernur. Pertimbangan-pertimbangan tersebut di 
antaranya: 
 

a) sudah melunasi minimal 50 % dari utang pajak 
dan sisanya akan dilunasi dengan angsuran, 

b) sanggup melunasi utang pajak dengan 
menyerahkan bank garansi. 

                                                           
65 pasal 14 PP No. 137 Tahun 2000, Op.Cit dan pasal 9 Keputusan Ditjen Pajak 

Nomor 218 Tahun 2003. 
66 Pasal 14 Keputusan Ditjen Pajak Nomor 218 Tahun 2003, sebagaimana telah 

diubah dengan peraturan direkur jenderal pajak nomor Per-03/PJ/2018 Tentang 
perubahan Keputusan Ditjen Pajak Nomor 218 tahun 2003.  
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c) sanggup melunasi utang pajak dengan 
menyerahkan kekayaan senilai dengan utang 
pajaknya 

d) penanggung pajak telah berumur 75 tahun atau 
lebih, dan  

e) untuk kepentingan perekonomian Negara dan 
kepentingan umum 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


